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Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : HARYADI SUYUTI
Jabatan : Walikota Yogyakarta
Alamat Kantor : ]l. Kenari Nomor 56 Komplek Balaikota Timoho Yogyakarta
bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dan oleh karena itu sah mewakili
Pemerintah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 131.34/3116 Tahun 2017, tertanggal 17 Mei 2017 tentang
Pengangkatan Walikota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan

berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

untuk selanjutnya disebut: -----=-=--==mmm oo



2.a. Nama : SUJANARKO

Jabatan : Ketua DPRD Kota Yogyakarta

Alamat Kantor : Jl.Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
b. Nama : MUHAMMAD ALI FAHMI

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta

Alamat Kantor : Jl.Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
c. Nama : RIRIK BANOWATI PERMANASARI

Jabatan :  Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta

Alamat Kantor : Jl.Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta

Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Yogyakarta demikian berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 220/KEP/2014 tertanggal 15 September 2014 tentang
Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota
Yogyakarta Periode 2014 - 2019 untuk selanjutnya disebut:---------------------mceeeeue-

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD
yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya
dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum
Perubahan APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019,
Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam
penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran
20109.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 disusun dalam
Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan

ini.



Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas

dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

WALIKOTA YOGYAKARTA

Selaku
PIHAK PERTAMA

HARYADI SUYUTI

Yogyakarta, 5 Juli 2019

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

Selaku
PIHAK KEDUA

SUJANARKO
KETUA

MUHAMMAD ALI FAHMI
WAKIL KETUA

RIRIK BANOWATI PERMANASARI
WAKIL KETUA



LAMPIRAN : NOTAKESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH
KOTA YOGYAKARTA DENGAN DPRD KOTA
YOGYAKARTA TENTANG KEBIJAKAN UMUM

PERUBAHAN APBD TA 2019
16/ NKB.YK / VII / 2019
NOMOR : 1/NKB/DPRD/VII/2019
TANGGAL  : 5]Juli2019
BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1
(satu) tahun. Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2019 disusun dengan
mendasarkan pada Rencana Pembangunan Kota Yogyakarta untuk tahun 2019
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2018
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 dan Peraturan
Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Yogyakarta Tahun 2019 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu
teknokratis, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas (top-down/bottom-up)
melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta
(Musrenbang Kota Yogyakarta). RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
Selanjutnya prioritas pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2019 disusun dalam
bentuk program dan kegiatan dalam klasifikasi belanja langsung yang dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah maupun yang dilaksanakan bersama masyarakat.

Prioritas Pembangunan tersebut kemudian dilaksanakan oleh seluruh Perangkat
Daerah dan juga oleh masyarakat untuk tahun anggaran 2019. Mendasari pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu
dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.

KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan
pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi

pencapaiannya. Strategi pencapaian yang dimaksud memuat langkah-langkah konkrit
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dalam mencapai target. Selanjutnya kebijakan umum APBD dituangkan dalam rancangan
prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) yang disusun dengan tahapan: a)
menentukan skala prioritas pembangunan daerah; b) menentukan prioritas program
untuk masing-masing urusan; dan c) menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-
masing program/kegiatan.

Dalam perjalanan pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019
terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan asumsi yang tertuang didalam Nota
Kesepakatan antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat

23/ NKB.YK /VIII /2018

Daerah Kota Yogyakarta Nomor
1/NKB/DPRD/VIII /2018

tanggal 6 Agustus 2018 tentang

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019, Asumsi tersebut meliputi asumsi
pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Perubahan APBD dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
(1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; (2) Keadaan yang menyebabkan
harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis
belanja; (3) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran tahun sebelumnya harus
digunakan dalam tahun berjalan; (4) Keadaan darurat; dan (5) Keadaan luar biasa. Hal
tersebut sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dijabarkan lebih lanjut dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 disebutkan dalam Pasal 154.
Kemudian dalam pasal 155 disebutkan bahwa perubahan APBD yang disebabkan
perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya
pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah,

sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD
Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 adalah
sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan

APBD dan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2019.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD
Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 adalah:



iy

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3455);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengawasan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

12) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;

13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Ndonesia Nomor 38 tahun 2018 Tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019;

16) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2006 Nomor 48 Seri D);

17) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);

18) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019;

19) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019; dan

20) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019.



BABII
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
menyangkut 3 (tiga) kebijakan pokok yaitu kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan
kebijakan pembiayaan. Pada dasarnya kebijakan perubahan diambil berdasarkan
perubahan perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-
sektor potensial, sedangkan alokasi anggaran pada belanja yang bersifat wajib, mengikat,
prioritas dan strategis dapat dilakukan. Kemudian untuk pembiayaan diusahakan pada
angka optimis yang dapat diraih untuk menutup defisit.

Perubahan APBD Tahun 2019 yang disebabkan adanya perkembangan yang tidak
sesuai dengan asumsi KUA Tahun 2019 secara lengkap akan dibahas tersendiri yaitu yang

berasal dari perubahan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

2.1. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 154
Ayat (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi: (1) Perkembangan yang tidak
sesuai dengan asumsi KUA; (2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; (3) Keadaan yang
menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun
berjalan; (4) Keadaan darurat; dan (5) Keadaan luar biasa. Dalam perjalanannya Perubahan

APBD Tahun 2019 dilakukan karena:

2.1.1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA 2019
Asumsi dasar sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah
Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor

23/ NKBYK /VIII /2018

tanggal 6 Agustus 2018 tentang Kebijakan Umum APBD
1/NKB/DPRD/VIII /2018

Tahun Anggaran 2019, pada perkembangannya mengalami perubahan, meliputi:

2.1.1.1. Asumsi Pendapatan Daerah
Perubahan asumsi pendapatan daerah yang mengalami kenaikan
disebabkan adanya perubahan pendapatan pada Pendapatan Asli Daerah,
Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada APBD
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2.1.2.

2.1.3.

TA 2019, Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp. 1.725.609.408.040,-
dan setelah perubahan menjadi Rp. 1.749.488.552.287,-.

2.1.1.2. Asumsi Belanja Daerah

Perubahan belanja daerah dilakukan untuk mendorong tercapainya standar
pelayanan minimum sesuai target yang telah ditetapkan. Selain itu masih
terdapat beberapa program dan kegiatan yang perlu dioptimalkan baik
target maupun sasarannya di tahun 2019 dalam rangka peningkatan
pelayanan kepada masyarakat dengan mengakomodasi kebutuhan-
kebutuhan masyarakat yang perlu segera dipenuhi serta adanya kebijakan-
kebijakan yang berdampak pada perubahan belanja daerah. Pada APBD
2019 Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp. 1.856.017.020.335,- dan
setelah perubahan menjadi Rp. 1.938.660.877.046,52,-

Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit
organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja

Mengakomodir hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah dan berlakunya
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka perlu segera ditindaklanjuti
dengan adanya pergeseran belanja antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antara

jenis belanja.

Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus
digunakan dalam tahun berjalan, terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA)
APBD TA 2019 sebelum perubahan sebesar Rp. 155.407.612.295,- kemudian
setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 226.442.324.759,52,-. SiLPA tersebut akan
digunakan untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Pemerintah Kota
Yogyakarta dan perangkat daerah, pemenuhan target kinerja program dan kegiatan

serta untuk pemenuhan penyertaan modal pada Bank BPD.
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2.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam
satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan daerah. Sumber Pendapatan Daerah
terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah. Setiap kelompok pendapatan tersebut, kemudian dirinci kembali dalam
jenis pendapatan. Khusus PAD, penerimaan pendapatan daerah akan dihitung berdasarkan
potensi riil dari hasil studi yang dilakukan secara bertahap.

Didalam Perubahan APBD Tahun 2019, dari sisi pendapatan daerah terdapat
perubahan pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah.

2.2.1. Perubahan Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang

Sah.

a. Pajak Daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak
Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan, dan Pajak Sarang Burung Walet;

b. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi
Perizinan Tertentu;

1) Retribusi Jasa umum terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi
Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Administrasi Pelayanan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Retribusi Pemakaman Umum, Retribusi
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor;

2) Retribusi Jasa Usaha terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi
Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan,
Retribusi Pengelolaan Air Limbah Cair Domestik, dan Retribusi Penjualan
Produksi Usaha Daerah; dan

3) Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan,
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Usaha di

Bidang Pariwisata.
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c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan bersumber dari Bagian Laba atas
Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD, yaitu PDAM Tirtamarta, PD
BPR Bank Jogja, dan penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah; dan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berasal dari Hasil Penjualan Aset Daerah
yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Tuntutan
Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan,
Pendapatan dari Pengembalian, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan,
Pendapatan Lain-lain, Pendapatan BLUD Taman Pintar, Pendapatan BLUD RSUD,
Sumbangan Pihak Ketiga Penyelenggaraan Reklame, Jaminan Bongkar, Penerimaan
Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat, Sewa Barang Milik Daerah, dan Penerimaan Lain-
lain Pendapatan Terminal.

Perencanaan target PAD mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu,
potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis
penerimaan daerah. Peningkatan PAD diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan
masyarakat. Upaya tersebut ditempuh melalui peningkatkan ketaatan wajib pajak dan
pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas
pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan waktu
dan kecepatan pelayanan.

Sementara itu, perencanaan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan, dihitung secara rasional dengan memperhatikan nilai kekayaan
daerah yang disertakan, serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut. Selain itu,
diupayakan juga untuk mengoptimalkan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum
dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka
peningkatan PAD.

Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2019 sebelum perubahan sebesar Rp.
636.084.388.145,- yang berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp. 420.731.500.000,- Retribusi
Daerah sebesar Rp. 33.621.960.412,-, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
sebesar Rp. 28.588.899.994,- dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp.
153.142.027.739,-.

Adapun Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan meningkat menjadi sebesar Rp.
658.273.322.530,- yang berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp. 425.381.500.000,-, Retribusi
Daerah sebesar Rp. 33.548.235.712,-, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
sebesar Rp. 28.935.929.644-, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp.
170.407.657.174,-.
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2.2.2. Perubahan Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana
Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan pada Tahun 2019 sebelum
perubahan berjumlah Rp. 907.202.077.000,- dan setelah perubahan masih berubah yakni
sebesar Rp. 908.741.191.482,-.

Dana Bagi Hasil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55
Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Dana Bagi Hasil
(DBH) bersumber dari Pajak dan Sumber Daya Alam. DBH yang bersumber dari pajak
terdiri dari atas Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Perorangan Dalam Negeri
(WPOPDN) dan PPh Pasal 21, SDA Kehutanan, SDA Perikanan, Cukai Hasil Tembakau, Pajak
Bahan Bakar Minyak dan Gas (PBB Migas). Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
terdiri dari:

a. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, PPh
Pasal 21; dan

b. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terdiri dari Bagi Hasil dari Provisi Sumber
Daya Alam Kehutanan, Sumber Daya Alam Perikanan, Dana Penyesuaian Cukai Hasil
Tembakau, dan Pajak Bahan Bakar Minyak dan Gas (PBB Migas).

Pendapatan DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2019 sebesar Rp.
44.674.643.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 46.213.757.482,- Dana Alokasi
Umum sebelum perubahan sebesar Rp. 691.457.574.000,- dan setelah perubahan tetap
sebesar Rp. 691.457.574.000,- dan Dana Alokasi Khusus sebelum perubahan sebesar Rp.
171.069.860.000,- setelah perubahan tetap sebesar Rp. 171.069.860.000,-.

2.2.3. Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat,
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus, serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.
Adapun rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2019 terdiri
dari:
a. Pendapatan Hibah;
b. Dana Darurat;
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, yang terdiri dari Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan

Bermotor, Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak
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Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Air Permukaan, Bagi Hasil dari

Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan, danBagi Hasil Retribusi Daerah;

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terdiri dari Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG)

PNSD, Dana Tamsil bagi Guru PNSD, dan Dana Infrastruktur Daerah (DID); dan

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, yang terdiri dari

Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Provinsi kepada

Kelurahan.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam anggaran Tahun 2019 sebesar Rp.
182.322.942.895,- dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 182.474.038.275,-.

2.2.4. Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019

Sampai dengan pertengahan tahun 2019, perkembangan perekonomian global

mulai menunjukkan adanya perbaikan yang membawa pengaruh pada perkembangan

perekonomian Kota Yogyakarta dan Pemerintah DIY secara umum. Aktivitas perekonomian

Kota Yogyakarta yang didorong oleh sektor pariwisata dan pendidikan mengakibatkan

sektor perekonomian lainnya seperti jasa, perdagangan, hotel dan restoran terus

meningkat. Peningkatan tersebut pada akhirnya memberikan kontribusi positif bagi

Pendapatan Asli Daerah. Perkiraan Perubahan Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 1 Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019
. SELISIH
No. URAIAN APBD 2019 RAPBD-P 2019
(Rp) (Rp) (Rp) (%)
1 | PENDAPATAN DAERAH 1.725.609.408.040 | 1.749.488.552.287 | 23.879.144.247 | 1,38
1.1 | PENDAPATAN ASLI 636.084.388.145 658.273.322.530 | 22.188.934.385 | 3,49
DAERAH
1.1.1 | Pajak Daerah 420.731.500.000 425.381.500.000 | 4.650.000.000 | 1,11
1.1.2 | Retribusi Daerah 33.621.960.412 33.548.235.712 (73.724.700) | -0,22
1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan 28.588.899.994 28.935.929.644 347.029.650 | 1,21
Daerah yang Dipisahkan
1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli 153.142.027.739 170.407.657.174 | 17.265.629.435 | 11,27
Daerah yang Sah
1.2 | DANA PERIMBANGAN 907.202.077.000 908.741.191.482 | 1.539.114.482 | 0,17
12.1 | Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi 44.674.643.000 46.213.757.482 | 1.539.114.482 | 345
Hasil Bukan Pajak
1.2.2 | Dana Alokasi Umum 691.457.574.000 691.457.574.000 - 0
1.2.3 | Dana Alokasi Khusus 171.069.860.000 171.069.860.000 - 0
LAIN-LAIN PENDAPATAN
13 | D ERAH VANG SAH 182.322.942.895 182.474.038.275 151.095.380 | 0,08
1.3.1 | Hibah 28.299.400.000 27.256.600.000 | (1.042.800.000) | -3,68
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- SELISIH
NO. URAIAN APBD 2019 RAPBD-P 2019
(Rp) (Rp) (Rp) (%)
1.3.2 | Dana Darurat - -
Dana Bagi Hasil Pajak dari
1.3.3 | Provinsi dan Pemerintah 117.026.683.895 118.220.579.275 1.193.895.380 1,02
Daerah Lainnya
134 | DanaPenyesuaian dan 35.760.859.000 35.760.859.000
Otonomi Khusus
Bantuan Keuangan dari
1.3.5 | Provinsi atau Pemerintah 1.236.000.000 1.236.000.000
Daerah Lainnya
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 1.725.609.408.040 | 1.749.488.552.287 | 23.879.144.247 1,38

2.2.5. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target

Kebijakan Umum Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran

2019 adalah sebagai berikut.

1.

10.

11.

Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang
pendapatan disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada;

Kerjasama optimalisasi pendapatan daerah dengan pihak III;

Mengoptimalkan sumberdaya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan
pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki;
Pemberian penghargaan terhadap pengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang
berprestasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan sanksi apabila terjadi
pelanggaran;

Pemberian penghargaan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang patuh
terhadap peraturan dan sanksi terhadap wajib pajak/wajib retribusi yang melanggar;
Peningkatan upaya-upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari Dana
Perimbangan;

Pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan
masyarakat dan pelaku usaha;

Pengoptimalkan upaya-upaya untuk memperoleh bagian pendapatan yang lebih besar
dari pemerintah pusat dengan memperkuat jaringan yang sudah ada dan memperluas
jaringan serta peningkatan koordinasi dan informasi;

Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya dengan proses yang jelas;
Menegakkan peraturan dengan tegas dan adil berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; dan

Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi.

Selain kebijakan umum pendapatan seperti tersebut di atas, maka Pemerintah Kota

Yogyakarta juga mengupayakan sumber pendanaan lainnya untuk melakukan percepatan
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pencapaian tujuan pembangunan. Percepatan tersebut dengan melakukan upaya-upaya
pemasaran program kepada pihak-pihak lain seperti Lembaga-lembaga donor/funding,
BUMN lewat Corporate Social Responsibility (CSR), dan mengikuti program-program khusus

yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Pemerintah DIY.

2.3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada
pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam penyusunan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 tetap mengutamakan pada pencapaian hasil

melalui program dan kegiatan (Belanja Langsung) dari pada Belanja Tidak Langsung.

2.3.1. Kebijakan Perencanaaan Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah
dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran daerah. Belanja Daerah
dibedakan dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja Langsung yaitu
belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan yang
direncanakan. Belanja Tidak Langsung yaitu belanja yang tidak dipengaruhi secara
langsung oleh adanya program atau kegiatan. Belanja langsung dikelompokkan kedalam
Belanja pegawai, Belanja barang dan jasa, dan Belanja Modal.

Berkaitan dengan penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan
program dan kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penyusunan Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2019, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi belanja langsung terkait program dan kegiatan diupayakan untuk peningkatan
kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan melalui prestasi kerja dalam
pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan lebih berperspektif gender.

2. Perencanaan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan
kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang
diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan,
fasititas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan
sosial.

3. Dalam merencanakan alokasi belanja daerah untuk setiap kegiatan dilakukan analisis
kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh

karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, program dan kegiatan
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direncanakan dengan didasarkan pada kebutuhan riil dan mengutamakan produksi

dalam negeri serta dapat melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi tanpa

mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas

kemampuan teknis.

Belanja Pegawai

a)

b)

Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium
bagi Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam
pencapaian sasaran program dan kegiatan. Berkaitan dengan hal tersebut,
pemberian honorarium bagi Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada
pertimbangan bahwa keberadaan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki
peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud.
Besaran honorarium bagi Non PNSD dalam kegiatan, termasuk honorarium
narasumber/tenaga ahli dari luar instansi pelaksana kegiatan ditetapkan dengan
keputusan kepala daerah. Dasar penghitungan besaran honorarium sesuai dengan
standarisasi harga barang dan jasa;

Penganggaran honorarium Non PNS hanya dapat disediakan bagi pegawai tidak
tetap yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi serta yang terkait
langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing Perangkat
Daerah termasuk narasumber/tenaga ahli di luar instansi pemerintah; dan
Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya
diperkenankan untuk penganggaran hadiah pada kegiatan yang bersifat

perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.

Belanja Barang dan Jasa

a)

b)

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007, padajenis belanja barang/jasa ditambahkan obyek belanja pemeliharaan, jasa
konsultansi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis;
Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar
disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa barang persediaan
Tahun Anggaran 2018. Untuk menghitung kebutuhan riil disesuaikan dengan
pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan
jumlah pegawai dan volume pekerjaan;

Anggaran untuk pengadaan barang inventaris dilakukan secara selektif sesuai
kebutuhan masing-masing Perangkat Daerah. Oleh karena itu sebelum

merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian
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terhadap barang-barang inventaris yang kemudian disusun rencana untuk masing-
masing Perangkat Daerah;

d) Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas luar negeri
maupun perjalanan dinas dalam negeri dilakukan secara selektif, dan dengan
pertimbangan pencapaian hasil (outcomes) suatu kegiatan;

e) Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding dilakukan
secara selektif dan hanya diperkenankan apabila terkait dengan upaya pengkayaan
wawasan dan substansi kebijakan daerah yang sedang dirumuskan pemerintah
daerah dan dilengkapi dengan laporan hasil kunjungan kerja dan studi banding
dimaksud secara transparan dan akuntabel;

f) Penganggaran untuk penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan di luar
kantor, workshop, seminar dan lokakarya dilakukan secara selektif;

g) Penganggaran untuk menghadiri pelatihan terkait dengan peningkatan SDM hanya
diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau
lembaga non pemerintah yang bekerjasama dan/atau direkomendasikan oleh
departemen terkait;

h) Dalam merencanakan belanja pemeliharaan barang inventaris kantor disesuaikan
dengan kondisi fisik barang yang akan dipelihara dan lebih diprioritaskan untuk
mempertahankan kembali fungsi barang inventaris yang bersangkutan; dan

i) Penganggaran belanja barang modal yang akan diserahkan kepemilikannya kepada
pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dialokasikan pada
belanja barang dan jasa.

Belanja Modal

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka

untuk penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangun aset tetapi

harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset
sampai aset tersebut siap digunakan.

Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal

diupayakan lebih besar dibanding dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa

dengan tetap memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan mendasarkan pada perencanaan

kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
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Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi
Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007.

Berkaitan pembangunan fisik dengan sasaran, target dan tahapan penyelesaian
kegiatan yang tidak dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat
dibebankan dan/atau dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun sehingga diselesaikan dengan
tahun jamak, maka harus tetap berpedoman pada peraturan perundangan yang

berlaku.

2.3.2. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

2.3.2.1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada belanja tidak langsung adalah untuk membiayai gaji dan

tunjangan PNSD, adapun kebijakannya adalah:

a)

b)

d)

Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan
gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas;

Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai
formasi pegawai tahun 2019;

Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan
pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress
yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai
untuk gaji pokok dan tunjangan;

Penyediaan dana penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi PNSD yang dibebankan
pada APBD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan
jaminan kesehatan bagi PNSD di luar cakupan jaminan kesehatan yang disediakan oleh
BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD, kecuali ditentukan lain
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan
keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan

terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur Pasal 39
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

f) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan

g) Dalam hal tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD
dianggarkan dalam APBN Tahun Anggaran 2019 pada dana transfer ke daerah,
tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD dimaksud
dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan kedalam obyek

dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

2.3.2.2. Belanja Bunga
Kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka menengah, maupun jangka

panjang supaya dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2019.

2.3.2.3. Belanja Subsidi
Belanja Subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga
jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas.
Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat
hidup orang banyak. Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD
harus terlebih dahulu dilakukan pengkajian agar diketahui besaran subsidi yang
akan diberikan, tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan.

2.3.2.4. Belanja Hibah

a) Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepada
pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat,
dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan
kemampuan keuangan daerah, rasionalitas serta ditetapkan dengan
keputusan kepala daerah;

b) Penganggaran untuk belanja hibah harus dibatasi jumlahnya, mengingat
belanja hibah bersifat bantuan yang tidak wajib dan tidak mengikat, serta
tidak secara terus menerus. Penggunaan hibah harus sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah;
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d)

g)

Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus
diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung
pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut
dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah;

Mekanisme penganggaran belanja hibah dari pemerintah daerah kepada
pemerintah, mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah.Bagi
instansi penerima dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya mengacu
pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah
Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang
Sistem Akuntansi Hibah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
255/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan
Belanja Yang Bersumber Dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri Yang Diterima
Langsung Oleh Kementerian Negara/Lembaga Dalam Bentuk Uang.
Pemerintah daerah sebagai pemberi hibah melaporkan penyaluran hibah
tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir
tahun anggaran;

Hibah dari pemerintah daerah dapat diberikan kepada pemerintah daerah
lainnya sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran daerabh,
penganggaran untuk hibah harus memperhatikan asas manfaat, keadilan dan
kepatutan, mulai dari landasan pertimbangan pemberian, penggunaan sampai
pengawasannya. Penyediaan anggaran untuk hibah harus dijabarkan dalam
rincian obyek belanja sehingga jelas penerimanya serta tujuan dan sasaran
penggunaannya; dan

Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban
belanja hibah harus ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, dengan
memperhatikan ketentuan Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 133
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD serta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan
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Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

2.3.2.5. Belanja Bantuan Sosial

a)

b)

d)

Dalam rangka menjalankan dan memelihara fungsi pemerintahan daerah
dibidang kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah
dapat menganggarkan pemberian bantuan sosial kepada anggota/kelompok
masyarakatuntuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial sesuai
kemampuan keuangan daerah;

Anggota/kelompok masyarakat adalah individu, keluarga, dan/atau
masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari
krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat
memenuhi kebutuhan hidup minimum dan lembaga non pemerintahan
bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk
melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan
terjadinya resiko sosial;

Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan
belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,
rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat;

Penganggaran untuk belanja bantuan sosial dimaksud harus dibatasi
jumlahnya dan diberikan secara selektif, memenubhi syarat penerima bantuan,
bersifat sementara dan tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki
kejelasan  peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan
kemampuan keuangan daerah. Bantuan sosial yang diberikan secara tidak
terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut
tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran kecuali dalam
keadaan tertentu;

Dalam menetapkan kebijakan anggaran untuk bantuan sosial harus
mempertimbangkan rasionalitas dan kriteria yang jelas dengan
memperhatikan asas manfaat, keadilan, kepatutan, transparan, akuntabilitas
dan kepentingan masyarakat luas. Penyediaan anggaran untuk bantuan sosial
harus dijabarkan dalam rincian obyek belanja sehingga jelas penerimanya
serta tujuan dan sasaran penggunaannya; dan

Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban
belanja bantuan sosial harus ditetapkan dalam peraturan kepala daerah,

dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45 dan Pasal 133 Peraturan Menteri
I1-14



2.3.2.6.

2.3.2.7.

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD
serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari

APBD.

Belanja Bagi Hasil

Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan
pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota harus mempedomani
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil
tersebut harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun
Anggaran 2019, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2018 yang belum
direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah
Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dari
pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten/kota dalam APBD harus
diuraikan kedalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota selaku penerima
sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah sesuai kode rekening

berkenaan.

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan
Desa, Partai Politik

Alokasi belanja bantuan keuangan dapat diberikan kepada pemerintah daerah
lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta peraturan
perundang-undangan terkait.

Alokasi belanja bantuan keuangan dapat diberikan kepada kepada partai politik

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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2.3.2.8. Belanja Tidak Terduga
Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan
mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2018 dan kemungkinan adanya
kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali
dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk
mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi
berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana
alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan
kegiatan pada Tahun Anggaran 2019, termasuk pengembalian atas kelebihan

penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.3.3. Kebijakan Belanja Langsung

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah
dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran daerah. Belanja Daerah
dibedakan dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja Langsung yaitu
belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan yang
direncanakan. Belanja Tidak Langsung yaitu belanja yang tidak dipengaruhi secara
langsung oleh adanya program atau kegiatan. Belanja langsung dikelompokkan kedalam
Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan
pemerintah daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, perlu memperhatikan
hal-hal sebagai berikut.

1. Alokasi belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan
pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja
langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian
kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan
kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada
kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan
kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB),
dan standar satuan harga. ASB dan standar satuan harga ditetapkan dengan

keputusan kepala daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-Perangkat

Daerah dan RKA-PPKD.
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Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi
dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa
mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas

kemampuan teknis.

2. Belanja Pegawai
Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium
bagi Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam
pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu
pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi Non PNSD dibatasi dan
hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan Non PNSD dalam kegiatan
benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas
pelaksanaan kegiatan dimaksud, serta dengan memperhatikan pemberian
Tambahan Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan tersebut maka honorarium bagi
PNSD tidak diperkenankan. Pada a.1).e) dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan tersebut pada a.1).f). Suatu kegiatan
tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja
honorarium dan rincian obyek belanja honorarium Non PNSD. Besaran honorarium
bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala

daerah.

3. Belanja Barang dan Jasa

a. Alokasi untuk pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan
dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan
dan besarannya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

b. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya
diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat
perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut
dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.

c. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata
yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, jumlah
pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang

Tahun Anggaran 2018.
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d. Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan

diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan,
dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.
Belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat
pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga
beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat
ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan
barang/jasa sampai siap diserahkan.

e. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi
banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar
negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta
memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan
dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi
banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus
penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden
Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas
Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri,
Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.

f. Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis
atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia
Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat/staf pemerintah daerah, yang tempat
penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif dengan
mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang
akan diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan
teknis atau sejenisnya guna pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah.
Dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota agar berpedoman pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan
Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

g. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan,
bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas
aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah

daerah.
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4. Belanja Modal

a. Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah, menggunakan
dasar perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memperhatikan standar barang
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006. Khusus
penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah
memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang
Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
Tabel 2. 2 Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung TA 2019 Sebelum dan
Sesudah Perubahan
R SELISIH
No. URAIAN APBD 2019 RAPBD-P 2019
(Rp) (Rp) (Rp) (%)
2 BELANJA DAERAH 1.856.017.020.335 | 1.938.660.877.046,52 | 82.643.856.711,52 4,45
BELANJA TIDAK
2.1 LANGSUNG 771.296.856.511 765.254.473.046,52 | (6.042.383.464,48) -0,78
2.11 | Belanja Pegawai 661.041.083.965 661.568.989.353 527.905.388 0,08
2.1.2 | Belanja Bunga - - - -
2.1.3 | Belanja Subsidi - - - -
2.1.4 | Belanja Hibah 89.293.099.138 85.740.983.138 (3.552.116.000) -3,98
2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial 15.498.800.000 12.526.580.000 (2.972.220.000) -19,18
216 Belanja Bagi Hasil Kepada i i ) B
- Provinsi/Kabupaten/Kota
Belanja Bantuan
Keuangan Kepada )
2.1.7 Provinsi/Kabupaten,/Kota 1.963.873.408 1.963.873.408 0
dan Kepada Partai Politik
2.1.8 | Belanja Tidak Terduga 3.500.000.000 3.454.047.147,52 (45.952.852,48) -1,31
2.2 | BELANJA LANGSUNG 1.084.720.163.824 1.173.406.404.000 88.686.240.176 8,18
2.2.1 | Belanja Pegawai 151.997.577.805
2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa 624.674.618.029
2.2.3 | Belanja Modal 308.047.967.990
JUMLAH BELANJA DAERAH 1.856.017.020.335 | 1.938.660.877.046,52 | 82.643.856.711,52 4,45
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2.3.4. Kebijakan Pembangunan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah , bahwa perencanaan pembangunan pada Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) memuat hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran
pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD).

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2019 dan RKPD Perubahan Kota Yogyakarta Tahun
2019 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019. RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2019 ditetapkan dengan Peraturan
Walikota Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Yogyakarta Tahun 2019.

Prioritas pembangunan pada RKPD 2019 disusun dengan mendasarkan pada tema
dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) Tahun 2019. Visi dan Misi Pembangunan Nasional tahun 2015-2019 disertai dengan
9 (sembilan) Agenda Pembangunan (Nawacita) dijadikan sebagai dasar penyusunan
Prioritas Nasional, yaitu:

Cital : Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan member

rasa aman pada seluruh warga Negara.

Cita2 : Membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan
terpercaya
Cita3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan

desa dalam kerangka Negara Kesatuan.
Cita4 : Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Cita5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
Cita6 : Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
Cita7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik.
Cita8 : Melakukan reformasi karekter bangsa

Cita9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.
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Prioritas Pembangunan Nasional untuk Tahun 2019 berdasarkan pada RKP Tahun
2019 terdiri dari 5 prioritas, yaitu:

1) Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan
pelayanan dasar;

2) Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan
kemaritiman;

3) Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif;

4) Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air; dan

5) Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Prioritas pembangunan kota ditujukan selain untuk mendukung tercapainya sasaran
utama dan prioritas pembangunan nasional juga harus sesuai dengan tema dan prioritas
pembangunan Pemerintah DIY untuk tahun 2019 yaitu:

1) Mengatasi ketimpangan wilayah (Prioritas Nasional ke-1 dan ke-2);

2) Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan (Prioritas Nasional ke-1,ke-
2,ke-3 dan ke-4);

3) Tindak lanjut pembangunan New Yogyakarta International Airport (Prioritas

Nasional ke-2 sampai dengan ke-5); dan

4) Dukungan pembiayaan pembangunan melalui peran swasta (Prioritas Nasional ke-

1 sampai dengan ke-5).
Lebih lanjut, keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2019

dengan prioritas Pemerintah DIY dan Prioritas Nasional adalah sebagaimana tersaji pada

matrik berikut:
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PRIORITAS PRIORITAS KOTA
NASIONAL AT YOGYAKARTA
/ 1. Pembangunan 1. Pemferataan
Manusia melalui 1. Meneatasi Kuall.ta‘s
Pengurangan Ketiripangan Pendidikan
Kemiskinan dan Wilayah
Peningkatan .
Pelayanan Dasar 2. Peningkatan

Derajad Kesehatan

2. Pengu.rangan 3. Pemberdayaan
Kesenjangan antar 2. Mengatasi Masyarakat dan
Wilayah melalui Kemiskinan dan Penanggulangan
Penguatan Ketimpangan Kemiskinan
Konektivitas dan Pendapatan

Kemaritiman
4. Peningkatan

Pertumbuhan
3. Peningkatan Nilai Ekonomi
Tambah Ekonomi \
melalui Pertanian, 3. Tindak 5. Pembangunan
Industri dan Jasa Lanjut/Antisipasi wilayah dan
Produktif Pembangunan peningkatan
\\ | New Yogyakarta Infrastruktur
4. Pemantapan International
Ketahanan Energi, Airport \
Pangan dan Sumber 6. Pelestarian
Daya Air / Lingkungan hidup
dan pemanfaatan
e ruang
5. Stabilitas Keamanan + 52:11113?5;:“ /
Nasional dan Pembangunan
Kesuksesan Pemilu Melalui Peran 7. P.ema.ntapan
\_ Swasta gmer]. a Aparzjltur
an Birokrasi
Gambar 2.1 Matrik Sinkronisasi Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota
Yogyakarta Tahun 2019

Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka tema pembangunan

daerah untuk RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2019 adalah: “Peningkatan Kualitas

Sumberdaya Manusia yang mendorong pemerataan pembangunan”.
Tema tersebut mengandung makna dari beberapa kata kunci yang dibangun, yaitu:
1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dimaknai sebagai upaya
pengembangan kapasitas  sumber daya manusia untuk mencapai tujuan

pembangunan secara efektif. Pengembangan sumber daya manusia secara terarah
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dan terencana akan mendorong pengelolaan sumber daya dan potensi yang ada
secara tepat guna.

Pemerataan Pembangunan, dimaknai sebagai upaya mencapai kesejahteraan
bersama melalui pengentasan kemiskinan, penyelesaian ketimpangan wilayah dan

pendapatan serta penanganan kawasan kumuh.

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2019 sebagaimana tabel

berikut:
Tabel 2. 3 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2019
No. | Sasaran Pembangunan Daerah Indikator Sasaran Target
1 Kemiskinan masyarakat menurun | Angka kemiskinan 6,24
Keberd kat
2 ¢ e'r dyaan masyarasa Indeks keberdayaan masyarakat 56,53
meningkat
Ketah kat
3 ¢ a. anaf pangan masydrasa Pola pangan harapan 85,4
meningkat
4 Ketimpangan pendapatan antar Indeks Ketimpangan Pendapatan 0.40
penduduk menurun (Gini Ratio) ’
5 Pertumbuhan ekonomi meningkat | Angka pertumbuhan ekonomi 5,19%
Angka Kriminalitas menurut BPS 1.596
7 Gangguan ketentraman dan P Pord
ketertiban masyakarat menurun ]‘?m ah pelanggaran e.r ayang 5.600
dilaporkan dan/atau dipantau
Angka rata-rata lama sekolah 11,43
8 Kualitas pendidikan meningkat
Angka harapan lama sekolah 17,01
H hid kat
9 ara.pan \Gup masyaraka Angka harapan hidup 74,34
meningkat
Peran serta masyarakat dalam o
, Persentase rintisan kelurahan
10 | pengembangan dan pelestarian , 56%
i budaya yang aktif
budaya meningkat
11 Kese.suaian pemanfaatan ruang Persentase kesesuaian 73.40%
meningkat pemanfaatan ruang
12 Kualitas lingkungan hidup Indeks Kualitas Lingkungan 51 04
meningkat Hidup ’
13 | Infrastruktur wilayah meningkat | Indeks Infrastruktur Wilayah 41,29
Nilai akuntabilitas kinerja BB
14 Kapasitas tata kelola pemerintah
pemerintahan meningkat Opini BPK terhadap Laporan WTP
Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022
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2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk
memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran
Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah. Surplus anggaran terjadi apabila
Anggaran Pendapatan Daerah lebih besar dari Anggaran Belanja Daerah, sebaliknya defisit
anggaran terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih kecil dari Anggaran Belanja
Daerah.

Defisit anggaran dapat dibiayai dari sisa anggaran tahun yang lalu, pinjaman daerabh,
penjualan obligasi daerah, hasil penjualan barang milik daerah yang dipisahkan, transfer
dari dana cadangan yang dianggarkan pada kelompok pembiayaan, jenis penerimaan
daerah. Surplus anggaran dimanfaatkan antara lain untuk transfer ke dana cadangan,
pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi), dan atau sisa perhitungan
anggaran tahun berkenaan yang dianggarkan pada kelompok pembiayaan jenis

pengeluaran daerah.

2.4.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Dalam rangka menutup defisit anggaran, diusahakan dengan menggunakan sisa
lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu. Penerimaan pembiayaan tidak diusahakan dari
pinjaman daerah baik yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga
keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank maupun dari masyarakat (obligasi daerah).

Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

sebelum dan sesudah perubahan APBD Tahun 2019 sebagai tabel berikut:

Tabel 2. 4 Penerimaan Pembiayaan Sebelum dan Setelah Perubahan APBD TA

2019
- SELISIH
No. URAIAN APBD 2019 RAPBD-P 2019
(Rp) (Rp) (Rp) (%)
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN 155.407.612.295 | 226.442.324.759,52 | 71.034.712.464,52 | 45,71
Sisa Lebih Perhitungan
3.1.1 | Anggaran Tahun Anggaran 155.407.612.295 226.442.324.759,52 71.034.712.464,52 | 45,71

Sebelumnya

3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan

I1-24




- SELISIH
No. URAIAN APB(DR 2)0 19 RAPB(I; P)2019
P p (Rp) (%)
313 Hasil Penjualan Kekayaan i i i i
""" | Daerah yang Dipisahkan
3.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah - - - -
Penerimaan Kembali
3.15 . . - - - -
Pemberian Pinjaman
3.1.6 | Penerimaan Piutang Daerah - - - -
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 155.407.612.295 | 226.442.324.759,52 | 71.034.712.464,52 | 45,71
2.4.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan pada hal-hal yang dapat dimanfaatkan untuk
meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang
telah jatuh tempo. Pada perubahan anggaran ini masih sama dengan APBD 2019 bahwa
tidak ada pengeluaran pembiayaan.
Tabel 2.5 Pengeluaran Pembiayaan Sebelum dan Setelah Perubahan APBD TA
2019
APBD 2019 RAPBD-P 2019 SELISIH
No. URAIAN (Rp) (Rp)
(Rp) (%)
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN 25.000.000.000 37.270.000.000 12.270.000.000 | 49,08
3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan - - - -
3.2.2 | Penvertaan Modal (Investasi) 25.000.000.000 37.270.000.000 12.270.000.000 | 49,08
Pemerintah Daerah
3.2.3 | Pembayaran Pokok Utang - - - -
3.2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah - - - -
JUMLAH PENGELUARAN
PEMBIAYAAN 25.000.000.000 37.270.000.000 12.270.000.000 | 49,08
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BAB I

PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum Perubahan APBD ini dibuat untuk menjadi
pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-

P) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun
Anggaran 2019.

Yogyakarta, 5 Juli 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

Selaku Selaku
PIHAK PERTAMA PIHAK PERTAMA

HARYADI SUYUTI SUJANARKO
KETUA

MUHAMMAD ALI FAHMI
WAKIL KETUA

RIRIK BANOWATI PERMANASARI
WAKILKETUA
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